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PENGUATAN PERMODALAN BANK PERKREDITAN
RAI(YAT (BPR) DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA
(Capital Empowerment of BPR and Its Development Strategy)

Moh. Adenan ')

Abstract

The existence of Rural Credit Bank (BPR) is so important to serve

Small and Medium Scale Entrepreneurs (SME-s). who have not

been taken into account by formal financial institutions, especially

commercial banks. The competitive BPR performances include

rapid service and simple administration procedures, and the interest

rate is relatively high. BPR still has limited working capital to
develop its operations because its legal initial capital only Rp. 50

million. Therefore, it needs the strategy empowerment to develop

its business, and this should be supported by increasing its working
capital, qualified human resource, setting up netrvork,

restructuring, supervising and managing system, and creating

infrastructure. The strategy should be followed by the endogenous

force in each BPR.

I. Pendahuluan covered by each branch
Peranan modal dalam lemba- requires substantial capital

ga keuangan sangat penting an- investment.

tara lain sebagai penyangga ter- Kebijaksanaan yang berkait-
hadap risikti-*keiugian' *yang . .a4,{e.pgan permodalan bank di-
mungkin timbul, menunjang-in- rasakin iildnibawa dampak yang

vestasi produk-produk baru signifikan bagi pertumbuhan

ataupun perluasan jaringan kan- bank umum maupun BPR di
tor. Ledgerwood (1999) menge- Indonesia, yaitu ketika deregula-
mukakan capital serves a si perbankan (khususnya Paket
variety of purposes as q source 28 Oktober 1988) diluncurkan.
of security, stability, flexibiliq.^ Dalam ketentuan tersebut diatur
and as a buffer against risk and antara lain kemudahan dalam
losses. Capital is required lo pendirian bank baru maupun

found /osses when a MFI is pembukaan kantor cabang bank
Expansion oJ the umum dan BPR dengan tujuan

number oJ branches or the area utama meningkatkan mobilisasi

') Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UNEJ
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dana dari masyarakat (Siamat,
1995) Persyaratan modai dise-

tor untuk pendirian BPR yang

ditetapkan sebesar Rp 50 juta
membawa dampak pertumbuhan
jumlah BPR Non-Bank Kredit
Desa (BKD) dari 423 unit se-

belum tahun 1988 menjadi 2.419

unit pada akhir Desember 2000.

Di Kabupaten Jember sudah ter-
dapat 36 BPR dan 70 BPR

sekaresidenan Besuki (Perbarin-

do Jember, 2000). BPR dapat

beroperasi di desa dan di kota
kecamatan. Strategi umum yang
diterapkan BPR di kota t:rutama
sektor informal tentunya akan

berbeda dengan strategi yang di-
terapkan di desa, yangjarang di-
j-ing oleh Bank Umum.

Pertumbuhan jurnlah Br'}R

yang pesat tersebut belum didu-
kung oleh jurnlah modal yang
memadai dan pengelola BPR
yang kurang profesional, sehing-
ga banyak BPR yang kurang
berkembang dan gulung tikar.
Oleh karena itu terdapat 95 unit
BPR telah dibekukan kegiatan
usahanya melalui program penja-
minan pemerintah dan sejumlah
BPR akan dibekukan kegiatan
usahanya pada masa yang akan
datang (BI, 2000).

Penguatan modal menjadi
strategi umum karena BPR ku-
rang dapat melayani kebutuhan
masyarakat dengan baik, modal
disetor hanya Rp 50 juta se-

dangkan permintaan kredit dari

Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) sangar besar. Hal ini di-
tunjukkan dengan contoh empi-
ris, salah satu BPR di Kencong
hanya buka 5 (lima) hari kerja,
karena. (l) terbatasnya modal;
dan (2) untuk memberikan kredit
yang baru harus menunggu
akumulasi dana dari cicilan dan
pelunasan kredit yang telah di-
berikan. Dalam makalah ini akan

dibahas mengenai penguatan
permodalan tsPR, prospek dan

strateginya untuk memberdaya-
kan ekonomi masyarakat UKM.

ll. Penguatan Permodalan
BPR
Paket Oktober 1988 mcn-

syi.ratkan modai' disetor cialam

pendirian BPR baru sebesar

Rp 50 juta. Modal sebesar ini
kurang dapat mendukung ope-
rasional BPR untuk berkembang
dan meningkatkan pelayanannya

kepada masyarakat berpengha-
silan rendah. Bank Indonesia
(BI) melalui Surat Keputusan
Direksi BI (SKBI) No.32l35/t(
DI\ tanggal 12 Mei 1999 me-
netapkan peningkatan persyarat-

an jumlah modal disetor dalam
rangka pendirian BPR baru (BI,
I 999), sebagai berikut:
1. BPR yang didirikan di wila-

yah DKI Jakarta dan Kabu-
paten/Kodya Bogor, Tange-
rang, Bekasi dan Kerawang
sekurang-kurangnya sebesar
Rp 2 milyar;
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2. BPR yang didirikan di wila-
yah Ibukota propinsi di hrar

wilayah Daerah Khusus Ibu-
kota Iakarta dan Kabupater/
Kotamadya Bogor, Tange-
rang, Bekasi dan Kerawang
sekurang-kurangnya sebesar

Rp l milyar;
3. BPR ;'ang didirikan di wi-

layah lain selain Daerah Khu-
sus Ibukota Jakarta dan
Kab./I(odya Bogor, Tange-
rang, Bekasi dan Kerawang
serta ibukota propinsi adaah
sekurang-kurangnya sebssar
Rp 0.5 milyar. Persyaratan
tambahan, sekurang-kurang-
nya berjumlah 50o/o dari.lum-
lah modal disetor tersebut
harus digunakan untuk mo-
dat kerja.

4. Penambahan jumlah modal
disetor apabila BPR pindah
alamat ke wilayah dengan
persyaratan modal disetor-
nya lebih besar, BPR wajib
menambah modal disetor mi-
nimum sebesar jumlah per-
syaratan modal disetor di wi-
layah yang baru. Sebaliknya
apabila BPR pindah alamat
ke wilayah dengan persya-
ratan modal disetornya lebih
kecil, BPR wajib memperta-
hankan jumlah modal disetor
yang telah ada.
Untuk lebih mendorong

pengembangan BPR yang sela-
ma ini telah membiayai usaha ke-
cil sampai ke daerah pedesaan

dan dinilai sangat strategis dalam
upaya menggerakkan pereko-
nomian masyarakat pedesaan, BI
mengeluarkan SK DIR No.3ll
39/KEP/DIR" 5 Juni 1998 ten-
tang Kredit Modal Kerja (KMK)
dalam rangka pengembangan
BPR (BI, 1998). BI menetapkan
pemberian KMK kepada BPR
yang memenuhi kriteria tertentu
maksimum sebesar Rp 500 juta
dengan tingkat suku bunga l5%.
KMK tersebut disalurkan kem-
bali kepada masyarakat untuk
membiayai usaha yang produktif
atau membuka./memperluas ke-
sempatan kerja Sejak berlaku-
nya IJ[J No.23, 17 Mei 1999
(BI, 1999) tentang Kredit Likui-
ditas BI dalam rangka kredit
program yang masih berjalan dan
belum jatuh tempo serta yang
telah disetujui tapi belum ditarik,
dialihkan ke PT Permodalan Na-
sional Mandiri untuk pengelo-
laannya.

Peraturan Bank Indonesia
No.3A/PBV2001 tanggal 4 Janu-
ari 2001 (perihal Proyek Kredit
Mikro atau PKM) memberikan
bantuan pendanaan bagi BPR
dalam rangka pembiayaan UKM
berlaku sampai akhir bulan Juni
2001 dengan sumber dana ber-
asal dari hibah Pemerintahan
Norwegia dan ADB. Sedangkan
dana dari Kredit Likuiditas Bank
Indonesia (KLBD tidak dapat di-
berikan lagi. SKBI No.32l53l
KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999
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menetapkan tatacara untuk me-
lakukan merger, akuisisi dan

konsolidasi BPR, yang memliki
jumlah modal yang terbatas. Wa-
laupun dalam ketentuan tersebut

tidak disyaratkan penambahan

modal disetor, namun dalam se-

tiap proses akuisisi BI menghim-

bau agar pihak yang mengakui-

sisi menambah modal disetor
(Br, 1999).

III. Prospek BPR
Berdasarkan UU No. l0 Ta-

hun 1998, misi BPR yang se-

mula hanya memberikan pela-

yanan jasa perbankan pada

masyaraket di pedesaan diper-
luas dapat pula melayani di per-

kotaan (BI, 1998). Perubahan

misi BPR tersebut telah mem-
perluas wilayah kerja BPR di

seluruh wilayah Indonesia. BPR
mempunyai peluang yang besar
untuk meningkatkan pelayanan-
nya kepada masyarakat.

BPR juga mempunyai pe-
luang untuk memberikan jasa pe-
layanan perbankan bagi usaha
kecil dan mikro di Indonesia
yang berjumlah 34 juta @PS,
2000), terdiri atas warung-wa-
rung kecil, tukang jamu, tukang
bakso, dll. Selama ini UKM
menghadapi kendala sulitnya ak-

ses pada Bank Umum yang ber-
kaitan dengan persyaratan admi-
nistrasi untuk mengembangkan
usahanya.

Peta layanan jasa BPR diban-

dingkan dengan Lembaga Ke-
uangan lrfikro (LKM) yang lain

di Indonesia dapat dilihat dari
l abel 1 berikut ini.

Tabel l. Jumlah dan Jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Tahun 2000

No Jenis Jumlah Kredit Peminiarn/

(unit) (mrryarRp) ,ii'if#ff, YL(:.*\vru!/ orary)_

Kredit Desa (D2000) 5.345
2. BPR - BKD @es 3.694

ts'l 13 688

2000)
3. Bzu Unit Desa (Mar

2000)
4. Koperasi Simpan

Pinjam (April2000)
5. Unit Simpan Pinjam

(Aprl 2000)
6. Lembaga Dana Kredit

Pedesaan (Des 2000)
7. Baitul Maal wal

Tanwil (Nov 2000)

1.097

35.218
2.272

2.914

6.141
531

3.629
358

5l

17.418 2.518
t67 655

1.157 10.141
314 1.326

52.959 14.486 22.27'7 17.o73

Sumber: 1) Bank Indonesia, 2001
2) Direktordt Pengawasan BP& 2000
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Dari Tabel I diketahui bah-
wa 52.959 LKM telah memberi-
kan jasa pelayanan perbankan
dengan jumlah kredit yang dibe-
rikan sebesar Rp 14.486 milyar
dengan jumlah peminjam se-
banyak 17 juta. Dibandingkan
dengan jumlah UKM sebanyak
34 juta unit berarti pelayanan
LKM saat ini baru mencapai
sebesar 50% sehingga masih ter-
buka peluang yang luas bagijasa
pelayanan LKM.

Jumlah BPR pada bulan De-
sember 2000 sebanyak 7.764
unit atau 15% dan seluruh LKM
yang terdiri dan2.419 unit BPR-
Non-BKD, yaitu BfR yang di-
dirikan setelah Pakto 1988 dan
Lembaga Dana Kredit Pedesaan
(LDKP) yang telah memenuhi
syarli untuk dikukuhkan menja-
di BPR dan 5.345 unit BpR-
BKD, yaitu yang didirikan ber-
dasarkan Staatsblad No.357 Ta-
hun 1929 di daerah Jawa dan
Madura dan diberi izin secara
kolektif oleh Menteri Keuangan
untuk mejalankan usaha sebagai
BPR. Debitur dilayani oleh BpR
tersebut sebanyak 2.360 ribu
orang, dan bila dibandingkan
dengan junrlah usaha kecil dan
mikro di Indonesia saat ini sebe-
sar 34 juta baru mencapai sebe-
sar 7Yo. Hal ini menunjukkan
masih terbukanya peluang yang
sangat luas bagi BPR untuk me-

ningkatkan jasa layanan per-
bankan dan berkompetisi dengan
LKM lainnya dan bank umum.

Apabila dilihat dari Tabel l,
jurnlah simpanan pihak ketiga di
BRI-Unit Desa adalah yang pa-
ling tinggi dibandingkan dengan
LKM lainnya, sebesar
Rp 17.478 milyar (78%). BRI
Unit Desa sebanyak 3.694 unit
memiliki kemampuan yang lebih
baik dalam menghimpun dana
masyarakat. Hal ini disebabkan
sistem marketing (aringan kerja
luas) baik; produk yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat
seperti program Simpedes dan
Kupedes, jaminan kepercayaan
banknya pemerintah Qtositioning
atau brand image); dan tingkat
b'rnga kredit relatif lebih murah
dibandingkan dengan LKM lain-
nya. Jaringan kantor BRI Unit
Desa menjangkau seluruh pelo-
sok tanah air sehingga dapat me-
mobilisasi dana masyarakat di
daerah-daerah tersebut, sedang-
kan LKM jenis lainnya terutama
BPR masih terkonsentrasi di
Jawa, Madura dan Bali, sehingga
dana yang dimobilisasi juga ter-
batas pada daerah tersebut. Dari
jumlah BPR Non-Bank Kredit
Desa (BKD) sebanyak 2.419
unit, sebanyak 2.014 unit atau
83% terkonsentrasi di daerah
Jawa, Madura dan Bali. Sebab
itu peluang BPR dan LKM lain-
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nya masih terbuka dalam pembe- Jawa, Madura dan Bali
rian layanan di daerah di luar di Kawasan Timur rnaifrsiE

Tabel2. Kegiatan Usaha BPR Tahun 2000 (dalam Milyar Rupiah)

No Keterangan Desember
1997

Desember
1998

Desember
1999

Desember
2000

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

Volume Usaha
Kredit
Antar Bank
Aktiva
Tabungan
Deposito
Antar Bank
Pasiva
Modal Disetor
Laba (Rugi) Th
Berialan

2.944
2.288

371

602
999
482
623

29

2.981

1.986

715
640
887
40'7

706
(42\

3.'t02
2.367

860

802

1.093

349
553
(2r)

4.986
3;7',16

t.241
1.537

1.891

370
918
135

Sumber : Direktorat Pengawasan BPR, 2000

Perkembangan kegiatan usa-

ha BPR dapat dilihat pada Ta-
bel 2, yang menunjukkan vo-
lume usaha, kredit, aktiva antar
bank, tabungan, deposito, pasiva

antar bank, modal disetor, dan

laba (rugi) dalam 2 tahun terak-
hir. Tabel tersebut menunjukkan
volume vsaha 7.764 unit BPR
mengalami pertumbuhan yang
cukup signifikan sebesar
Rp 1.284 milyar atalit 35Yo dai
Rp 3.702 milyar menjadi
Rp 4.986 milyar. Hal ini dipacu
oleh meningkatnya dana pihak
ketiga yang berhasil dihimpun
BP& yaitu Aktiva sebesar
Rp 381 milyar atau 44Yo dan Ta-
bungan sebesar Rp 735 milyar
atau 92Yo. Peningkatan yang cu-'
kup signifikan tersebut menun-
jukkan potensi menabung ma-

syarakat cukup tinggi serta ting-
lcal kepercayaan . masyarakat
kepada BPR semakin besar. Dlri
sisi penyaluran dana jumlah

kredit yang diberikan dalam 2

tahun terakhir meningkat sebesar

Rp 1.409 milyar atau 60%
Demikian juga dengan laba

tahun berjalan mengalami pe-

ningkatan sebesar Rp 156 mil-
yar. Perkembangan kegiatan

usaha BPR tersebut menunjuk-
kan bahwa potensi BPR di masa

depan cukup baik.

IV. Strategi Pengembangan
BPR

Melihat pangsa pasar yang

demikian luas diperlukan strategi
yarug tepat bagi BPR untuk
dapat memanfaatkan keunggulan
dan peluang tersebut seczra op-
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timal dan miminisasi kelemahan

dan ancaman yang mungkin tim-
bul (Stoner, 1987). Proses for-
mulasi strategi pengembangan

BPR dapat dilihat pada Lam-
piran I - 3, yang meliputi ke-

rangka kerja formulasi strategi

BPR yang berdaya saing, ling-

kungan industri dan Analisis

SWOT. Identifikasi faktor inter-

nal dan faktor eksternal dapat

digunakan untuk merumuskan

strategi pengembangan BPR
(Poner, 1985).

Faktor internal BPR., meliputi:
l. Lemahnya kualitas sumber-

daya manusia;

2. Lemahnya pengendalian in-
ternal dan terlalu banyaknya
campur tangan pemilik dal-
am manajemen operasional
sehari-hari;

3. Tidak adanya standar dan
prosedur operasional yang
memadai.

Falrtor eksternal meliputi:
l. Persaingan dengan bank

umum yang membuka kantor
cabang hingga ke pelosok-
pelosok daerah yang didu-
kung oleh modal yang kuat
dan sumberdaya manusia
yang professional misalnya
dari BRI Unit Desa;

2. Tingkat suku bunga pinjam-
an bank umum lebih rendah
dibandingkan dengan tingkat
bunga BPR" sehingga pro-
duk BPR menjadi kurang
kompetitif;

Tidak adanya jaringan (net-
working) secara luas dengan
lembaga keuangan lainnya
sehingga membatasi gerak
usaha. Sumberdana yang
bias diakses BPR" dari Lem-
baga Keuangan Amerika se-

besar Rp.60 M (sudah disa-
lurkan) dan masih ada Rp.60
M direncanakan untuk disa-
lurkan untuk 30 BPR dari
Jawa Barat sampai dengan
Nusa Tenggara Barat; Peme-
rintah Belanda menawarkan
Rp.500 juta - Rp l0 milyar
dana; Canada dan Afiliasi
Bank Dunia;
Belum adanya lembaga pe-
nunjang seperti Lembaga
Penjamin Sinpz,nar. (LPS);
Konsentrasi BPR sekitar
83Yo-nya di Jawa, Madura
dan Bali.
Oleh karena itu, perlu dikem-

bangkan strategi untuk member-
dayakan BPR sehingga dapat
memberikan jasa pelayanan ke-
pada usaha kecil dan mikro se-
cara optimal, strategi dan kebi-
jaksanaan yang dapat dilakukan
sendiri oleh BPR sebagai beri-
kut:
l. Restrukturisasi BPR dilaku-

kan dengan mengupayakan
pelaksanaan penjaminan
BPR; melakukan penyehatan
permodalan untuk BPR yang
masih dapat diselamatkan;
dan melakukan pencabutan
izin usaha dan likuidasi bagi

J.

4.
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4.

BPR yang telah tidak ber-
operasi.
Penyempurnaan sistem peng-
awasan dan pengaturan BPR
merupakan tekad BI untuk
menciptakan pengawasan
yang efektif, dengan me-
nyempurnakan Pedoman
Pengawasan dan Pemeriksa-
dt, penyederhanaan sistem
pelaporan dan penyempur-
naan ketentuan prinsip ke-
hati-hatian.
Menciptakan infra-struktur
BPR" yaitu menciptakan in-
frastruktur yang dapat men-
dukung pengembangan BPR
yang sehat, seperti pemben-
tukan Lembaga Penjaminan
Dana (LPD) BPR, pember-
dayaan Asosiasi BPR, Can

pembeniukan Lembaga Dana
Penyangga yang berfungsi
untuk mengatasi permasalah-
an likuiditas jangka pendek
BPR
Mengupayakan adanya peng-
aturan terhadap LKM-Non-
Bank dengan mengusulkan
pengaturan dan pengawasan
LKM-NonBank agar kebera-
daan LKM sangat dibutuh-
kan oleh masyarakat mikro
dan kecil yang tidak terlayani
oleh jasa pelayanan perban-
kan baik bank umum mau-
pun BPR.
Dalam rangka peningkatan
kapasitas kegiatan usaha
BPR, perlu mengembangkan

sumberdaya manusia dan
penyempurnaan sistem dan
prosedur yang ada. Untuk
itu diadakan Program Pela-
tihan BPR dengan Sertifika-
si, pembuatan Pedoman Sis-
tem dan Prosedur Operasio-
nal BPR yang efisien dan
Sistem Teknologi Informasi
yang dapat memenuhi kebu-
tuhan operasional BPR.
Adanya lembaga pembina
dan pemberi Diklat BPR
yaitu GTZ Jerman.

6. Telah terbentuk adanya aso-
siasi perBPRan diwilayah BI
Jember untuk Jatim, Perba-
rindo Jember sebagai baro-
meier perBPRan di

-Indonesia: 
dan wadah pela-

tihan BPR setempat untuk
meningkatkan infrastruktur
BPR.
Strategi di atas harus didu-

kung oleh strategi internal BP\
oleh karena itu perlu adanya
mapping, seperti: (a) LKM mana
yang termasuk pesaing kuat atau
(b) BPR mana yang diberi kele-
luasaan untuk memperkuat.
Strategi yang diformulasikan
BPR dalam industri perbankan
nasional adalah fokus diferensia-
si. Hal ini dapat dirinci sebagai-
berikut.
l. Peningkatan permodalan

BPR dengan cara; pemilik
menambah modal melalui
merger, akuisisi dan konsoli-
dasi,

5.
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2. Peningkatan kualitas sum-
berdaya manusia BPR mela-
lui sistem rekruitmen dan pe-
latihan. Pelatihan dapat dila-
kukan dengan bekerjasama
dengan asosiasi BPR, kon-
sultan maupun lembaga lain
seperti Institut Bank
Indonesia (IBI);

3. Pembentukan jaringan secara
horizontal antar BPR atau-
pun secara vertikal dengan
lembaga keuangan lain yang
memungkinkan BPR untuk
memperoleh informasi teru-
tama informasi kredit dan
bantuan keuangan apabila
terjadi mismatch.

4. Perluasan jaringan pelayanan
dengan pendirian BPR di
hrar Jawa, Bali dan Madura
sertir Kawasan Timur
Indonesia.

V. Simpulan
Keberadaan BPR sangat di-

butuhkan untuk memberikan jasa
pelayanan perbankan bagi peng-
usaha kecil dan menengah yang
belum terlayani lembaga keuang-
an formal terutama bank umum
(Subagyo, 1997), terutama kare-
na adanya kecepatan pelayanan
kredit dan kemudahan prosedur
dalam administrasinya. Namun
untuk meningkatkan pelayanan
kepada usaha kecil dan mikro
tersebut berbagai keterbatasan
BPR perlu dibenahi.

Strategi penguatan modal
BPR harus didukungan dari
dalam manajemen BPR itu sen-
diri yang meliputi: peningkatan
modal, kualitas SDM, pemben-
tukan networking dan perluasan-
nya Strategi pengembangan
BPR yang dapat dilakukan seca-
ra umum, adalah restrukturisasi
BP& penyempurnaan sistem
pengawasan dan pengaturan
BPR, menciptakan infra-stnrktur
BPR., dan mengupayakan adanya
pengaturan terhadap LKM-
NonBank. Strategi ini harus
mendapat dukungan dari dalarrr
manajemen BPR itu sendiri yang
meliputi: peningkatan modal,
kualitas SDM, pembentukan net-
working dan perluasannya.

Sedangkan pembenahan yang
telah dilakukan oleh Bank
Indonesia untuk memberdayakan
BPR mengingat dari pendirian
BPR yang sangat mudah dan
modalnya sangat kecil, Rp 50
juta, sebagai lembaga perantara
keuangan. Oleh karena itu agar
dapat meningkatkan pelayanan-
nya usaha kecil dan mikro di
masa yang akan datang, diperlu-
kan adanya penguatan modal
dan strategi pengembangan BPR
Bank Indonesia untuk member-
dayakan BPR., dengan cara me-
ningkatkan persyaratan jumlah
modal yang disetor pendirian
BPR yang sudah ada dan yang
baru. Disamping itu juga ada be-
berapa lembaga donor interna-
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sional yang membantu BPR di Jerman, Canada, dsb.

Indonesia, misalnya GTZ
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Lampiran l: Kerangka Kerja Formulasi Strategi BPR yang Berdaya

Saing

Amtisis Sitrasi Induslri (Kekuatan

Pendorong Kornp€tisi Indu$i)
- L,esunyr s€ktor riil

mobilisasi &ru maslfiirakat
- Banyaknp battk-bank umum m€ra-

sionalisai
- Naiknya mobilisasi dana melalui BPR

Pilihan strategi bisnis BPR
- Kepemimpinan biaYa

harga
- Diferensiasi
- FokuskepemimpinanBH
- Fokusdifercnsiasi

Arulisis Sihrasi Kompdisi :

- Andisis stultur Pasar cenderung

oligopoli
- Slralcgi grtrp, Bst* Umun\ mobilisasi

dgn psngsa besar, scdangkan BPR
mengisi pangsa pasar UKM Yang
sulitldk cfisi€n dilakukan oldt BU.

$rarcgiBPR:
- Mcmpcrkud

kornpctisi
- Mecrantapkan

operesional
Keputusan merevisi/
mencruskan stralegi

saat ini

Analisis Situasi BPR:
- Nilai tambah
- Visi dan stralegi saat ini (evaluasi)
- Intemaldaneksternal
- Analisis
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Lampiran 2 : Lingkungan Industri perbankan

Sumber: Michael E. Porter, 1985
l) data sampai Maret 2000
2) Bank Indonesia, 2000

Pesaing baru : BPR & Bank bm
2 BU dan 3 l0 BpR baru

Pemasok:
. MAP
.MSDM
- Mcsin & Equi"l

Persaingan induski perbankan :

Oligopolis 16l BU dgn 7019
kador dan 52.959 LKM

Barang substitusi: kredit
kopcrasi-BU&gadai
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Lampiran 3 : Analisis SWOT

Faktor Internal

tr'rklor Eketenrnl

Strenghts:
l) Struktur Organisasi Lini

Sedcrhana
2) Prosedur kredit lebih seder-

hana dan cepat

3) Iftedit berdasarkan nilai ba-

ranS agunarr

Wealmesses :
l- trmalrnya kualitm sum-

berdaya manusia
2. Modal kerja terbatas

3. kmahnya pengendalian
intemal dan campur
tangan pemilik dalam m-
anajemen operasional se-

hari-hari
4. Tidak ada stan&r dan

prosedur operasional me-
madai-

Opportunites:
l. PerkernbangurUKMserta

sektor bisnis informasl
yang sangat pesa( akibat
rasionalisasi darrrpak kri-
sis ekonomi

2. Konserdrasi BPR sekitar
83olenya di Jawa, Madura
dmBali.

Stntegi SO:
l. Peningkatan kualitas SDM

melalui sistem rekrutrnen
dan pclatihan; serta sertifi-
kasi

2. Peningkatan permodalan
BPR r.relalui merger, akui-
sisi dan konsolidasi

3. Perluasan
jaringar/pendirian BPR di
luar Jawa, Bali, Madura
dm Kalim Indonsia..

Strategi WO :

l. Pemberdayaan asosiasi

BPR, dan pembentukan
LPD yang berfungsi un-
tuk mengatasi masalah li-
kuiditas jangka pendek
BPR

2. Pengembangan jaringan
kerj4 seperti PTUK Bi-
ma: sumberdana dari
CRS, AS Belanda" disu-
sul oleh CAR, Cana&
serla Aliliasi BanL Dunia

Threats :

l. Tingkat suku bunga pin-
jaman BU lebih rendah

daripada tingkat bunga
BPR

2. KancabAJnit BU hingga
ke pelosok dgn modal ku-
at dan SDM yang profo-
sional

3. Tidak ada jaringan dgn
LX lairurya

Strategi SO :
L Pernbsrtukan jaringan

secara horisonlal dan
vertikal untuk mengakses

informasi
2. membangun/menjaga

hubungan baik (brand
image) pada nasabah

3. peduasan
jaringan/perdirian BPR di
luar Jaw4 Bali, Madura
rLr l(orim lnrlnaxia

Strategi WT :

l. Restnrkturisasi BPR pa-
jamin; penyehatan per-
modalan unluk BPR
yang masih dapal dise-

lamatkan
2. Niching pang.s:r pmar

yang tidak dimasuki oleh
BU dan lembaga keuang-
an lairmya.

I


